




























KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN  MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

REPUTUSAN
KEPALA BAIAI BESAR pENGuirlAN MUTu DAN sBRTIFIKAsl OBAT HBWAN

Nomor ccoaG/Kpt8/OT.050/F.4.B/ I /2026

TENTANG
TIM PBLAKSANA KAJI ULANG MANAJEMEN DAN DOKUMEN

slsTEM MANAJEMEN MUTu, slsTEM MANALrEMEN ANTI-pENyuAPAN DAN
SISTEM MANA.EMEN KESELAMATAN DAN KESBHATAN KERJA BALAI

BrsAR pENGu-IAN MUTu DAN sBRTIFIKAsl OBAT HEWAN

DENGAN RAIIMAT TullAN TANG MAEIA rsA
KEPALA BALAI BESAR

Menimbang               :   a.    bahwa Balai Besar pengujian Mutu dan sertifikasi obat Hewan
merupakan  satu-satunya laboratorium  pengujian  mutu  obat
hewan di Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan
kuafitas hasil pengujiannya;

b     bahwa dalaln rangka yang dimaksud dalam diktum (a) perlu
secara terus-menerus dan berkesinambungan melaksanakan
sistem manajemen mutu,  sistem manajemen anti-penyuapan
dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kelja maka
dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kaji Ulang
Manajemen  dan  Dokumen  Sistem  Manajemen  Mutu,  Sistem
Manajemen     Anti-Penyuapan      dan      Sistem      Manajemen
Keselalnatan dan Kesehatan Kelja Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan;

c.    bahwa    pegawal   yang    nana-namanya    tercantum    dalam
keputusan    ini    dipandang    mampu    dan    cakap    untuk
melaksanakan   tugas   sebagal   Tim   Pelaksana   Kaji   Ulang
Manajemen  dan  Dokumen  Sistem  Manajemen  Mutu,  Sistem
Manajemen     Anti-Penyuapan      dan      Sistem      Manajemen
Keselarnatan dan Kesehatan Kerja Balal Besar Pengu:jian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan.

Mengingat                  :    1.    Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Jo.  Undang-Undang
Nomor  41  Tahun  2014  tentang  Petemakan  dan  Kesehatan
Hewan;

2.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    102    tahun   2000   tentang
Standarisasi Nasional Indonesia;

3.    Peraturan   Menteri   Pertanian   Republik  Indonesia  Nomor  9
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelja Unit Pelaksana
Telmis Lingkup Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan
Hewan;

4.    Keputusan   Menteri   Pertanian   Republik   Indonesia   Nomor
649/KITS/OT.050/M/08/ 2025 Tentang Kelompok Substansi
dan   Tim   Kerja   Pada   Kelompok   Jabatan   F\mgsional   Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatlhan..................



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KRTIGA

KEEMPAT

KELIMA

1.  SNI ISO/IEC  17025:2017;

2.  SNI ISO9001:2015;

3.  SNI ISO 37001:2016;

4.  SNI ISO 45001:2018.

5. Protocol f;or Recog"hion Of A;SEAIN Roference lnhorcctories for
Aninal Vaccine testing

MEMUTUSEEN

KEPUTUSAN  KEPAIA  BAIAI  BESAR  PENGUJIAN  MUTU  DAN
SERTIFIRASI  OBAT  HEWAN  TENTANG  TIM   PEIAKSANA  RAJI
ULANG   MANAJEMEN   DAN   DOKUMEN   SISTEM   MANAJEMEN
MUTU,  SISTEM  MANAJEMEN  ANTI-PENYUAPAN  DAN  SISTEM
MANAJEMBN  KESELAMATAN  DAN  KESEHATAN  KERIA  BAIAI
BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN.

Membentuk Tim Pelaksana Kaji Ulang Manajemen dan Dokumen
Sistem  Manajemen  Mutu,  Sistem  Manajemen  Anti-Penyuapan
dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai
Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagaimana
tertuang dalaln lampiran 1 keputusan ini;
'I\igas dan wewenang Tim Kaji Ulang Manajemen dan Dokumen
Sistem  Manajemen  Mutu,  Sistem  Manajemen  Anti-  Penyuapan
dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kelja Balai
Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan seperti tertera
dalam lampiran 2 keputusan ini;
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan  pada  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)
Satuan  Kelja Balai  Besar  Pengujian  Mutu  dan  Sertifiikasi  Obat
Hewan      Tahun      Anggaran      2026,       Nomor:       SP      DIPA-
018.06.2.411962/2026 tanggal  I Desember 2025.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya
Nomor   00031/Kpts/OT.050/F.4.B/ 1/2025   tanggal   2   Januari
2025 dinyatakan tidak berlaku lad;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   : Bogor
padatanggal    :  1  Januari 2026



Lanpiran I    : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat
Hewan

Nomor             :cooa6/Kpts/OT.050/F.4.B/  1 / 2026
Tanggal          : 1  Januari 2026

TIM PELAKSANA KA-I t]LANG MANArEunN DAN DOKUMEN

No Personel Pelaksana KaJi Ulang Jabatan dalam Tim
1 Kepala Balai Penanggung Jawab Keriatan
2 Ketua   Kelompok    Pelayanan    Sertifikasi, KetuaJaminan Mutu Layanan dan Keriasama
3 Kepala Barian Umum Ketua I
4 Ketua Kelompok Pelavanan Teknis Ketua 11
5 Ketua Tim Keria Jaminan Mutu Lavanan Sekretari8 I
6 Ketua "m Kerja Pengelolaan Sumber Daya Sekretaris 11Manusia dan Tata Usaha
7 Ketua Tim Kelja Pelayanan Sertifikasi dan An88OtaKeriasana
8 Ketua Tim Keria Pelayanan Pengu|1an Anggota
9 Ketua  Tim  Kerja  Hewan  Percobaan  dan Jin88Ota

Limbah
10 Ketua     Tim     Kerja     Perencanaan     dan An88Ota

KeuanF!an
11 Ketua   Tim   Kelja   Rumah   Tangga   dan Ang8Ota

Barang Milik Negara
12 Oitalz.fu Asszt ronce (QA) Anggota
13 Penvelia Unit Uii Bakteriolori Anggota
14 Penvelia Unit Uii Virologi Anggota
15 Penvelia Unit Uji Farmasetik dan Premiks Jinggota
16 Penangfflmg iawab Unit Patolori Ang8Ota
17 Penangg`mg iawab Unit Sitppju Center Anggota
18 Penanggung iawab Unit Biotek Anggota
19 Penanggung _iawab Unit BS13 Anggota
20 Penanggung iawab Unit AMR inggota
21 Penanggung iawab Unit Hewan Percobaan Jinggota



LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN KEPAIA BAIAI BBSAR PENGUJIAN MUTU DAN
SERTtFIRASI OBAT HEWAN

Nomor
Tanggal

cxx)bc I ¥[pfus I clrr .oslo I F .4 .8 I  \ I 2ly26
1   Januari 2026

TUGAS DAN WEWENANG

A.   TIM KAiJI ULANG MANAJEMEN
1.   Memastikan  kesinambungan,   kecocokan  dan  efektivitas  untuk  mengetahui

perubahan atau peningkatan yang diperlukan;
2.   Memastikan   perbaikan   dan   efektifitas   sistem   manajemen   mutu,   sistem

manajemen K3 dan sistem manajemen anti-penyuapan serta proses- prosesnya;
3.   Memastikan perbaikan pada kinczja pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi

berdasarkan  persyaratan  metode,  pelanggan,  atau  peraturan  perundangan-
undangan yang berlaku;

4.   Memastikan bahwa tindakan perbaikan harus dilak§anakan dalam jangka walctu
yang disepakati;

5.   Melakukan evaluasi terhadap perubahan dalam isu internal dan ekstemal yang
relevan dengan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan;

6.  Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan sasaran;
7.  Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan dan prosedur;
8.  Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut kaji ulang manajemen terakhir serta

pertimbangan berkaitan dengan pertemuan manajemen regular;
9.  Melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal terakhir;
10. Melakukan evaJuasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan;
1 1. Melakukan evaluasi terhadap asesmen oleh badan ekstemal;
12. Melakukan evaluasi terhadap perubahan volume dan jenis pekeljaan atau ruang

lingkup kegiatan laboratorium;
13. Melakukan evaluasi terhadap umpan balik dari pelanggan dan personel;
14. Melakukan evaluasi terhadap pengaduan;
15. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas peningkatan yang diimplementasikan;
16. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan sumber daya;
17. Melakukan evaluasi terhadap hasil identifikasi risiko;
18. Melakukan evaluasi terhadap hasil dari pemastian keabsahan hasil;
19. Melakukan  evaluasi terhadap falctor-falctor lain yang relevan,  seperti keriatan

pemantauan dan pelatihan;
20. Melakukan evaluasi terhadap laporan dari star manajerial dan personel penyelia;
21. Melakukan evaluasi terhadap laporan penyuapan, penyelidikan, sifat dan tingkat

risiko penyuapan yang dihadapi oleh Balal;
22.Melakukan   evaluasi   terhadap   keefektifan   tindakan   yang   diambil   untuk

menunjukkan risiko penyuapan;
23.Melakukan  evaluasi  terhadap  rekomendasi  untuk  peningkatan  dan  peluang

peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti-penyuapan;
24. Melakukan evaluasi terhadap laporan kejadian dan identifikasi K3 yang dihadapi

oleh Balai.

8.  TIM RAJI ULANG DOKUMEN
1.   Menyempumakan dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC  17025:2017

dan  SNI  ISO  9001  :2015,  Sistem  Manajemen  Amti-Penyuapan  SNI  ISO  37001
:2016  dan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kelja  (SMK3)  ISO
45001  :2018 sesual dengan perkembangan terkini Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan;

2.   Mereview dan mengevaluasi Panduan Mutu SNI ISO/IEC  17025:2017, Pedoman
Mutu  SNI  ISO  9001  :2015,  Panduan  SMAP  SNI  ISO  37001:2016  dan  Manual
SMK3 ISO 45001 :2018;

3.   Mereview   dan   mengevaluasi   Dokumen   Prosedur,   Instnik§i   Kelja,   Standar
Operasional Prosedur dan Formulir;



4.  Menyampaikan  setiap usulan/perubahan  dalam  dokumen  sistem manajemen
mutu untuk dapat dilakukan tindak lanjut;

5.   Membuat laporan hasil kaji ulang dokumen;
6.   Mensosialisasikan  hasil  kaji  ulang  dokumen  kepada  personel  terkait  dalam

linBkup  Balai  Besar  Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi  Obat  Hewan  agar  dapat
dilaksanakan dengan baik.

h Sanyata
121001



KEMENTERIAN  PERTANIAN
DIREKTORAT  JENDERAL  PETERNAIIAN  DAN  KESEHATAN  HEWAN
BALAI  BESAR  PENGUJIAN  MUTU  DAN  SERTIFIKASI  OBAT  HEWAN

REPUTUSAN
KEPAIA BALAI BESAR pENouTIAN MUTu DAN sErmFlxAsl OBAT mwAN

NomoraaeltyKpts/OT.050/F.4.B/1/2026

TENTANG

TIM pENANGauNGUAWAB pENGUMpuLAN DATA/ INFORMAsl pELApORAN-RIA
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIXASI OBAT HEWAN

TAHUN 2026

KEPAIA BALAI BESAR pENGu-LAN MUTu DAN sERTmKAsl OBAT EDWAN

Menimbang          :   a.  bahwa   dalam   rangka   untuk   meningkatkan   pelaksanaan
instansi yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab
dan  untuk lebih  memantapkan  pelaksanaan  kinelja instansi
pemerintah    serta  sebagai  wujud  pertanggun@awaban  dalam
mencapai  tujuan  instansi  pemerintah  di  lingkup  Balai  Besar
Pengujian Mutu dan Sertififkasi Obat Hewan;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  dipandang
perlu   menunjuk   dan   mengangkat   Tim   Penanggungjawab
Pengumpulan  Data/Informasi  Pelaporan  Kinelja,  yang  terdiri
dari ketua tim, sekretaris dan anggota

c.   bahwa   nana-nana    sebagaimana   terlampir   dalam    surat
keputusan ini  dipandang cakap  dan  mampu  untuk ditunjuk
sebagai  Tim  Penanggungjawab  Pengumpulan  Data/Infomasi
Pelaporan  Kinerja  lingkup  Balai  Besar  Pengujian  Mutu  dan
Sertifikasi Obat Hewan;

MenSngat              :    1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2014
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan;

2.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah;

3.   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun
2006     tentang    Tata     Cara     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

4.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinelja lnstansi Pemerintah;

5.   Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999
tentang Alaintabhitas Kinelj a Instansi Pemerintah ;

6.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaali  Aparatur  Negara  Republik
Indonesia    Nomor    O9/M.PAN/05/2007     tentang    Pedoman
Penyusunan    lndokator    Utama    di    Lingkungan    lnstansi
Pemerintah;

7.   Peraturan  Menteri  Negara  pendayagunaan  Aparatur  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2010  tentang  Pedoman
Penyusunan  Penetapan  Kineria  dan  Pelaporan  Akuntabilitas
Kineria lnstansi Pemerintah;



8.   Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  Satuan Kelja Balai
Besar   Pengujian   Mutu   dan   Sertifiikasi   Obat  Hewan  Tahun
Anggaran    2026,    Nomor:    SP   DIPA-    018.06.2.411962/2026
tanggal  1 Desember 2025.

9.   Keputusan                 Menteri                  Pertanian                 Nomor
172/KPI`S/KP.230/M/02/2024    tanggal    27    Februari    2024
tetang Pemberhentian,  Pemindahan dan Pengangkatan dalam
Jabatan    Pimpinan   Tinggi    Pratama   Lingkup    Kementerian
Pertanian.

MEMUTUSHEN

Menetapkan           :   TIM   PENANGGUNGJAWAB   PENGUMPUIAN   DATA/INFORMASI
PEI.APORAN KINERJA LINGKUP BAIAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIRASI OBAT HEWAN.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menunjuk dan Menetapkan Tim Penanggunedawab Pengumpulan
Data/Informasi Pelaporan Kinelja lingkup Balal Besar Pengujian
Mutu  dan  Sertifikasi  Obat  Hewan  Tahun  Anggaran  2026  dalam
lampiran keputusan ini;
Menetapkan  tugas  yang  harus   dilaksanalcan   oleh   tim  dalam
diktum PERTAMA sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 11
Keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Kepala Balal Besar
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
Biaya yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan REnerja (IAKIN)
dibebankan  pada  Anggaran  Daftar  lsian  Pelaksanaan  Anggaran
(DIPA)  Satuan  Kelja Balai  Besar  Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi
Obat    Hewan    Tahun    Anggaran     2026,     Nomor:     SP    DIPA-
018.06.2.411962/2026 tanggal  1  Desember 2025.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
bahwa  apabila  temyata  dikemudian  hari  terdapat  kekeliman
dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di       : Bogor
Pada Tanggal       : 15 Januari 2026

Tembusan :
I .   Direlctur Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan
2,   Direktur Kesehatan Hewan



LAMPIRAN  1      :   Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat
Hewan

NOMOR
TANGGAL :  ?€°°jL£¥t268:.05o/F.4.B/ I/2o26

SUSUNAN TIM PENANGGUNGJAWAB PENGUMPULAN
DATA/ INF`ORMASI PELAPORAN KINERLJA

Ketua Tim

Sekretaris dan
Penanggungjawab
Pengumpulan
Data/Informasi
Bagian Umum dan

Penanggunedawab
Pengumpulan
Data/Informasi
Bagian Pelayanan
Pengujian

Penanggungjawab
Pengumpulan
Data/Infomasi
Bagian Sertifkasi
dan Pengembangan
Mutu dan
Keljasana

Kepala Bagian Umum

Ketua Tim Kelja Perencanaan dan Keuangan

:    Ketua Kelompok pelayanan Teknis

:    Ketua Kelompok sertifikasi, Jaminan Mutu
Layanan dan Ken.asama

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Bogor
15 Januari 2026



LAMPIRAN 2      :   Keputusan Kepala Balal Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat
Hewan

NOMOR
TANGGAL

OOc>14  /Kpts/OT.050/F`.4.B/ I/2026
`S  Januari 2026

TUGAS TIM PENANGGUNGJAWAB PENGUMPULAN
DATA/ INFORMASI PELAPORAN KINERJA

Penanggung Jawab

Ketua Tim

Sekretaris

An88Ota

chggota

Bertanggung jawab  dan  mengarahkan  tim

pengumpulan    data/infomlasi    Pelaporan
froer]a
M engkoordinir           tim           pengumpulari

data/ informasi Pelaporan Kinelj a
Menyiapkan,   menyusun,   mengumpulkan,
mengolah    dan    menganalisis    data    dan
infomiasi pelaporan ldnelj a yang diperlukan
di bagian umum
Mengkoordinir    pengumpulan    data    dan
informasi serta melakukan pengolahan dan
analisis    data    dan    infomasi    pelaporan
kinerja di kelompok pelayanan telmis
Mengkoordinir    pengumpulan    data    dan

infomasi serta melakukan pengolahan dan
analisis    data    dan    informasi    pelaporan
kinerja   di   kelompok   sertifikasi   jaminan
mutu layanan dan keljasama

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Bogor
lr Januari 2026



KEMENTERIAN  PERTANIAN
DIREKTOIIAl-  JENDERAL  PETERNAKAN  DAN  KESEHATAN  HEWAN
BALAI  BESAR  PENGUJIAN  IVIUTU  DAN  SERTIFIKASI  OBAT  HEWAN

KEPUTUSAN
KEPALA BAIAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Nomor : oocDi /Kpts/OT.050/F.4.B/ I/2026

TENTANG

PEDOMAN PENGRIOLAAN GRATmKAsl LINGKup
BALAI BESAR pENGu-IAN MUTu DAN sERTmKAsl OBAT HEWAN

TA- 2026
KEPALA BAIAI BESAR

Meninbang

Mengingat

a.    bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima   gratifikasi,   wajib   melaporkan   kepada   Komisi
Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor
31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana
Korupsi sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001;

b.    bahwa   pengendalian   gratifikasi   merupakan   salah   satu
indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan
zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang
bersih di lin8kup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Obat Hewan;

c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf a  dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Pedoman
Pengelola  Gratifikasi  Lin8kup  Balai  Besar  PengLijian  Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan;

1.    Undang-Undang      Nomor      28      Tahun      1999      tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun    1999   Nomor   75,   Tanbahan   I.embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2.    Undang-Undang      Nomor      31      Tahun      1999      tentang
Pemberantasan  Tindak  Fldana  Korupsi  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1999   Nomor   140,   Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia    Nomor    3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2001  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2001   Nomor   134,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4150);

3.    Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

4.    Undang-Undang      Nomor       1       Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan Negara;

5.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan    dan    Tanggung    Jawab    Keuangan    Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4400);



6.    Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (I.embaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2004   Nomor   104,  Tambahari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7.    Undang-Undang      Nomor      32      Tahun      2004      tentang
Pemerintahan Daerah (Ifmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2004   Nomor   125,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2006  tentang Pengesahan
United   Nations   Coowendon   Against   Comiption   (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2006   Nomor   32,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;

9.    Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional Tahun  2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4700);

10.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infomasi   Publik   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2008   Nomor   61,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4846) ;

11.    Peraturan    Presiden    Nomor    47    Tahun    2009    tentang
Pembentukan     dan      Organisasi      Kementerian      Negara
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

12.    Peraturan    FTesiden    Nomor    54    Tahun    2010    tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

13.    Peraturan  Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Jangka
Panjang  Tahun  2012-2025  dan  Jangka  Menengah  Tahun
2012-2014   (Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Tahun
2012  Nomor  122);

14.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan  Zona  lntegritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari
Korupsi  (WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani
(WBBM)  di  Lingkup  Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah
Daerah;

15.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang
Organisasi  dan Tata  Kelja  Uriit  Pelaksana Telmis  Lingkup
Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan;

16.    Peraturan   Menteri   Pertanian   Republik   Indonesia   Nomor
97/Permentan/ OT.140/7/2014           Tentang          Pedoman
Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KELIMA

KEENAM

Surat     Kornisi     Pemberantasan     Korupsi     Nomor.     a.143/01-
13 / 01 / 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

:    KEPUTUSAN   KEPAIA   BALAI   BESAR   PENGUJIAN   MUTU   DAN
SERTIFIKASI OBAT HEWAN TENTANG PEDOMAN PENGELOIAAN
GRATIFIKASI   LINGKUP  BAIAI  BESAR  PENGUJIAN  MUTU  DAN
SERTIF`IKASI 0BAT HEWAN

:    Membentuk  Unit  Pengelolaan  Gratifikasi  lingkup     Balai  Besar
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dengari susunan Tim
sebagaimana tercantum dalam lanpiran I keputusan ini;

:    Menetapkan tugas yang harus mendukung pelaksanaan Keaatan
Tim dalam Diktum PERTAMA sebagaimana yang tercantum dalam
lampiran 11 Keputuasan ini;

:    Biaya yang diperlukan  untuk mendukung pelaksanaan  Kegiatan
Tim    Pengelolaan    Gratifikasi    sebagai    akibat    ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA)   2026  Balai  Besar  Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi  Obat
Hewan;

:    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

:   Apabila   dikemudian   hari   temyata   terdapat   kekeliman   dalam
keputusan  ini,  akan  diadakan  perbaikan  kembali  sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di   : Bogor
pada tanggal    : o2 Januari 2026

Tembusan :
I.      Sekretaris Direktorat Jenderal petemakan dan Kesehatan Hewan.
2,      Direktur Kesehatan Hewan.



Lampiran I Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu  dan Sertifikasi Obat
Hewan

Nomor               : ccol   /Kpts/OT.050/F.4.B/ 1/2026
Tanggal            :  oz Januari 2026

susuNAN TIM UNIT PENGELOLAAN GRATmKAsl LINGK(Jp
BAIAI BESAR pENGui)IAN MUTu DAN sERTIFmsl OBAT HEWAN TAIIUN 2o26

No Nana/ NIP Jal)atan Jabatan dalamTim

1,
drh. Hasan Abdullah Sanyata Kepala Balai Besar Pembina197001102002121001

2.
drh. Cynthia Devy Irawati, MM Kepala Bagiari Umum Ketua197809072006042001

3.
Wahyudin, S.Kom Ketua Tim Kelja Sekretaris196207151987031004 Pengelolaan SDM dan TU

4.
Dr. drh.Ketut Karuni N. Natih, Ketua Kelompok Pelayanan

An88OtaM.Si Sertifkasi Jaminan Mutu
196712211994032001 Layarian dan Keliasama

5.
drh. M. Syaefurrosad Ketua Kelompok Pelayanan chggota198002082008011014 Teknis

Ditetapkan di   : Bogor



Lampiran 11     :    Keputusan  Kepala Balai Besar Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi Obat
Hewan

Nomor               : oooo I   /Kpts/OT.050/F.4.B/ 1/2026
Tanggal            :  o2 Januari 2026

Sub-Unit Pengendalian Ciratifikasi Unit Pelaksana Telmis (UPG UPI`) mempunyai tugas
untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan
uliit kerja Unit Pelaksana Teknis. Dalaln melaksanakan tugasnya tersebut, Sub-Unit
Pengendalian Gratifikasi Unit Pelaksana Telmis (UPG UPI`) mempunyai fungsi untuk:

1,   Melaksanakan  program  dan  keaatan  pencegahan  gratifikasi  di  linctnmgan  unit
keria Unit Pelaksana Telmis (UPT) ;

2.   Melakukan koordinasi dengan Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I dan/atau
Unit   Pengendalian   Gratiffiasi   Kementerian   Pertanian   dalam   hal   pencegahan
gratifikasi di lingkungan unit kelja Unit Pelaksana Telmis (UPI`) ;

3.   Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4,   Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5.   Menyimpan,    mengivrventarisasi,    dan   mendokumentasikan    subjek   pelaporan

p enerimaan gratifikasi ;
6.  Menetapkan  tindak  lanjut  atas  subjek  pelaporan  penerimaan  gratifikasi  dalam

bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7.   Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian

kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan ke
Sub-Unit   Pengendalian   Gratifikasi   Eselon   I   setiap   kali   menerima   pelaporan
penerimaan gratifikasi;

8.   Mengadministrasikan  pelaporan  dan/atau  penyetoran  gratifikasi  dari  pegawai
Kementerian Pertanian lingkup unit kelja Unit Pelaksana Teknis;

9.   Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian
Pertanian  dengan  tembusan  kepada  Sub-Unit  Pengendalian  Gratifikasi  Eselon  I
tentang  perkembangan/rekapitulasi  pelaporan  penerimaan  gratifikasi  dan/atau
penyetoran gratifikasi lingkup unit kelja Unit Pelaksana Teknis;

10.   Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.



Pagan Strultur Sub Unit Pengend_a_±±a_D_ Gratiflkasl Balal Besar Pengiijlan Mutu
dan Sertlfikasi O1)at Hewan

Pembina

drh.Hasan Abdullah Sanyata

Ketua

drh. Cynthia Devy lrawati, MM

Sekretaris

Wchyudin, S.Kom

Anggota

1.   Dr. drh.Ketut Karuni N. Natih, M.Si
2.   drh. M. Syaefurrosad

Ditetapkan di   : Bogor


